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YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pa- yah kecamatan juga mesti diperhatikan.
mong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta TAK KANTONGI IZIN Sebelumnya, Sat Pol PP juga menindak
mengatakan bakal segera menindaklan- ® “S Pol Voot salah satu indekos ekslusif ilegal di ka-
juti keberadaaan virtual hotel operation B i kR tha‘ UL S wasan Semaki Umbulharjo. Indekos
(VHO) yang diduga menyalahi aturan. menlln’(:akla;Jutu keber:adaaan Vil eksklusif tersebut ditengarai melanggar
Hingga saat ini, belum ada payung hu- ptalliote) operation|(VHD) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1/2017
kum yang jelas tentang operasional usa- yang(didige menyalahiiatian, tentang Penyelenggaraan Pondokan.
ha tersebut. #  Belum ada payung hukum yang Selain tidak memiliki izin, indekos itu
Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta, jelas tentang operasional usaha disebutkan juga melanggar aturan lain.
Agus Winarto menyatakan, penindakan tersebut. Yakni, operasional indekos tidak dapat
tersebut menyusul temuan keberadaan #® Dikhawatirkan perizinannya pondo- disewakan dengan sistem harian.
indekos ekslusif yang tak mengantongi kan atau malah tidak berizin. akanmddc‘j tegas
izin namun sudah beroperasi beberapa i ; DPRD Kota Yogy. a mendorong
waktu lalu. $ Esgzﬁ:ﬁg;ﬁg :&gbm L pemerintah kota setempat untuk menin-
Agus menambahkan, penyisiran akan : dak tegas temuan pondokan maupun
dilakukan untuk memastikan bahwa ti- ®“Pemkot mengedepankan upaya indekos yang tidak sesuai dengan atur-
dak terdapat penyalahgunaan izin mau- persuasi. o an hukum yang berlaku. Ketua Komisi
pun prosedur yang dilakukan oleh VHO @ Pengawasan di tingkat kecamatan A DPRD Kota Yogya, Dwi Candra men-
dalam proses operasionalnya. juga akan diperketat. desak sesuai dengan Perda Pondokan
“Bakal kami cermati. jangan-jangan 5 untuk ditertibkan karena tidak sesuai
perizinannya pondokan atau malah ti- peruntukannya.
dak berizin,” kata Agus, Rabu (12/2). “Kami cuma memastikan bahwa izin Dia berpendapat kehadiran indekos
Dia mengatakan, selain tidak adil bagi ~ sesuai dengan operasional. Teman- maupun pondokan yang menyalahi
pelaku usaha serupa di bidang yang  teman juga sedang pendataan,” katadia. aturan bakal berdampak pada industri
sama, keberadaaan VHO disebut juga ti- Lebih lanjut, Agus menerangkan, pariwisata di wilayah setempat, sehing-
dak memberikan sumbangsih yang jelas  pengawasan di tingkat kecamatan juga  ga dibutuhkan kebijakan dan juga pe-
terhadap pajak daerah. Namun demiki- akan diperketat untuk memastikan nindakan yang optimal dari stakeholder
an, Asus memastikan bahwa penyisir- bahwa keberadaan VHO mesti sesuai terkait. “Kami konsen dan terus menga-
an tzgxp akan dilakukan dengan upaya dengan fungsi utama dari izin yang di-  wal penyelenggaran operasional pondo-
pe:sr.@if. Jf sampai, timbul kesan  keluarkan. ’ kan. Karena sudah banyak bangunan
b.ahwgg§ota tidak mendu- Dengan demikian, peran masyarakat yg tidak sesuai peruntukannya dalam
cur 2 Sat Pol PP untuk mengawasi aturan-aturan serta rangka menunjang kepariwisataan di
»erupaya dalam penegakan hukum penyalahgunaan operasional izin di wila-  kota Jogja.” pungkas Dwi. (jsf)
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP Netral Biasa Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 25 Juli 2026

Kepaa

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005


mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

